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PENERTIBAN KENDARAAN BONGKAR MUAT BARANG

et |

1.

s

DENGAN RAHMAT TUMAN YANG MAIA ESA

WALTKOTA M

bahwa dalam rangka meningbathan Jalue lransporass vany, lencar, Lertib,
eman dan selamat dolam wilnyah Kota Bime, maka perle diatur penertiban
Bangkar muat barang das Jalur-jalur yang tidak dapat dilalui oleh kendaruan
sngkutan barang yang herukuran besar dan sedang  dalam  wilayah
Kora Bima:

bahwa untuk mengatur maksud  horof a di s, perlu ditetapkan dengan
Pereturan Walikotm Bima,

Undang-undang Nomor 13 Talun 980 tenting lalan (Lembaran Negara
Republik Indenesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Nepara
Republik Indonesia Nomar 3186}

+ Undeng-undang Momor & Tuhun (98] tentang Hukum Acara Pidana

Lembaran Negara Republik Indoassin Takun 198]

Undang-undang Momor 13 Talun 2002 nleng Tembentukan Kata Bima di
Propinsi Musa Tenggara Barat {Lembaran Megerz Republik [ndanesia Tahun
2002 Nomer 26, Tambahan Lembaran Megara Republik  Indonesia
Nomaor 4188);

Undang-undang Nomor 32 Tehun 2004 tentang Pemerintahan Daerak
(Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomaor 125, Tambahan
Lembarnn MNegars Republik Indonesia Nomar #4137} sebagaimane telah
diubah dengan Undang-undang Momeor 08 Tahun 2005 tzntang Perubahan
ates Undang-unding Momar 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
menjadi Undang-undang (Lesnbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Motmer 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesie Memor A548);
Undang-undang Momor 22 Tahun 2008 teritang Lalu Lintzs dan Angkutan
Jalan { Lembaran Megarn Republik [ndonesia Tahun 2009 Nomar 96,
Tambahen Lemberan Megara Re publik [ndanesia Nomor 50251

Peraturan Pemerintal Nomer 26 Tahun P985 wentang Jalan { Lembarzn
Megarn Republik Indunesia Tahun 1985, Nomor Ty

- Peraturan P'emeriniall Nomer 41 Tahun 1997 tentang Angkutan Jalan |

Lembaran Megara republik Indonesia 1995 Nomer 549, tambehan Lembaran
MNegara Republik Indonesia Nomar 3527 n

Peraturan  Pemerinih  Nomer 42 Talken 1903 tenting  Pemeriksoan
Kendarnan Blermetor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun

1993 Nomor &0, Tambahan Lembaran Megara  Republik  Indonesis
Mumaor 3326);

Poraturan Pemerintall Nomer 43 Tahus 1993 tentang Prasarana dan Lelu
Lintas Jalan (Lembiran Megarn Republik [ndanesia Trhn 1993 Namer 63,
Tambahan Lembaran Negara Republix Indenesia Nomor 3329,

Peraturan Pemerintah Nomar 44 Tahun 1907 entang  Fendaraan dan
Pengemudi (Lembaran Megarg Republik Indenesia talbun 993 Nomar &4,
Tambahan Lembaran Negara Bepuhlik Indonesia Nomar 15105

Keputusan Muenler Perimbungan Nomasr oM H4q Pabiin 1994 qenung
Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jelan Dengan Kesdaraan LI,

[2. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tl 1993 rentang

Ptn'g'cfnnﬂnurnan Anelirban Tammma ! Toio.o.



* Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BiMA TENTANG PENERTIBAN

KENDARAAN BONGEKAR MUAT BARANG.

BAL 1
KETENTUAN LILUM

[*ngql |

Dalam Surat Keputusan ind vang dimaksud dengan ©

a. Daerch adalah Doerah Kota Birmo.

b Pemerintah Daeral adalah Walikota dan Perangkm Dhierah scbagad wnsee penyelenginrs
Pemerintah Daerah.

z. Kepala Daerah adalah Weliketa Bima. _

d. Dinas Perhubungan Komunikusi dan Informatise adalah Dinas Perbubungin Kamunikasi dan
Informatikn Kota Bima.

e Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang diberi wewenang oleh Kepala Daerah untuk
menangani Penertiban dan Angkutan Bengker Munt Barang pade Kawasan Khusus Ko Bima,

[ Peruschaan Angkutan Umum adalah perusshnan yeng menvediakan jasa snghutan orang daniatau
barang dengan kendaraan umum di jalan:

g. Jalan adalah jalan yeng diperuntukkan bagi il lintas g

. Angkutan adalah pemindahan oranpg dan atee barang dari satu tempal ke tempat ain cengan
menggunakan kendaraan;

i Anglutan crang khususbarang khusus adalah angkutan orangfbarang vang karena sifar dan atzu
bentuknya herus dimuat dengan cara khsies;

j. Kendaraan adalah kendaraan bermotor yeng digerakikan alzh peraletan 1ekaik vang ada padse
kendarazn itu;

k. Kendaraan umum adalah seticp kendarran bermotor yarg disedirkan eniuk meagangxut orang
atan bareng yang diperzunakas oleh umum dan dipungut bavasan,

|, Kendaraan sngkutan adalah setinp kendaraan bermator baik digunakan zebagal angkutan crang
maupun barang secarn umum i secar Rhusos,

i, Bareng Ustum adalah bahan ataw henda seluin dan haban berbahi, barang khusus, peti kermas
dan rlet bermt;

. Izin Usaha Angkutan adelah izin vaek menvediskon pelavanan angkotan vang diberikan kepada
orang pribadi atau badan;

RAT 11
MAaMA, ORIEK DAN SUBIEK

[*asal 2

Dengan nama Penertiben Kendaragn Bongkar Muat Bamng yailu melakukon genertiban kepeca
kendnran bermotor yang melekukan akiifas bongkar muat barang pada jwian dan kawasan sena
waktu dan jam terfentu yeng mengalami kepadatan arus ialy lintas vang linggi;

Paznl 3

Subyek Penertiban adalzh orang pribadi atou badan yang melakukan vsaha angkuian berang dengon
menggunakan mabil barang yang berukuran besar dan sedang melekukan hangkar muat barang pace

j“]fmldan kawasan serta wilktn dan jam tertentu yeng mengelami kepadatan arus fale lintas yang
tnggi;

Pazal

Obyek Penertiban adalah pemberlakvan lerangan tethadap mobil barang yeng berukurn besar dan
sedang yang melakukan bongkar muat berang pada jalan dan kewasen serta waktu dan jam tertentu
vang mengalami kepadatan arus lalu lintas yang tnge::

Ball 1t
KAWASAN OPERAS] PERNERTIBAN AN
JENIS KENDARAAN
Pasal 3
(1% hewssan aperasi penertioon meliputy

0 Kawasan Pasar Raya Bima;

B, Jalan Tongkal { dari Persimpangen TrafTick Ligth s persimpangan empnt Pasar Rayva Bimal:
2. Jalen Sultan Keharudding,



BABYV
KETENTUAN TAMBAHAN
PENERTIBAN ANGEUTAN PENUMPANG

Pasul 10

(1} Kendacasn Penumpang [AKAP, AKDP dan ANGDES) diwajibkan untuk menaikan dan
menumnkan Penumpang/Barang di dalam Teeminal.

{2) Kendaraan Penumpang dengan trayvek @ Terminal Dara — Terminel Sape dan/staw Termmal Sape-
Terminal Drra dan seterusaya wajib untuk melewati Jalur Selatan (Jalan Sonco Tengge-Eumbe).

BAB VI
SANKSI

Paszal 11

Setiap orang pribadi atau badan yang tidak mentaati Peraturan ini dapat dikenakan sanksi sesuai
dengan perateran Perundang-undangan vang berlaku.

BAR VII
KETENTUAMN PENUTLUE

Paszal 12

Peraturan ini mulai berlaky sejok tanppal ditetapkannyva.

Ditetapkan di  Raba-Bima

Pada tangeal 2o Janoers 2011

WALIKOTA BIMA,
TTD
M. QURAIS H. ABIDIN
Divndangken di Raba-Bima
Pada Tanggal 2.0 Jonder 2011
SEERETARIS DAERAH KOTA BIMA

TTD

H. TAJUDDIN UMAR

BERITA DAERAH KOTA BIMA.
TAHUN 2011 NOMOR : ..dvernen,

Silinan Sesuni Depgan Aslinya




